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Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal 
yang berhubungan dengan warga negara. 
(Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Pasal 
1 Ayat 2) 

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan 
untuk membentuk peserta didik menjadi 
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan 
cinta tanah air. (Undang-Undang RI No 20 
Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37). 



Mata kuliah kewarganegaraan adalah 
pendidikan yang mencakup : 

Pancasila, 

Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
Bhinneka Tunggal Ika



 Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai 
dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari 
dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana 
dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) 
bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: (1) 
Kewarganegaraan (1957); (2) Civics (1962); dan (3) 
Pendidikan Kewargaan Negara (1968). 

 Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi 
mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan 
kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam 
Civics (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah 
Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik 
kenegaraan yang terutama diarahkan untuk "nation 
and character building” bangsa Indonesia.



 Secara historis, PKn di Indonesia senantiasa 
mengalami perubahan baik istilah maupun 
substansi sesuai dengan perkembangan 
peraturan perundangan, iptek, perubahan 
masyarakat, dan tantangan global. 

 Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah 
sewajarnya mengalami perubahan mengikuti 
perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara 
politis, PKn Indonesia akan terus mengalami 
perubahan sejalan dengan perubahan sistem 
ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama 
perubahan konstitusi.



 Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan 
berasal dari kata pendidikan” dan kata 
“kewarganegaraan”. 

 Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya, 

 sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal 
ihwal yang berhubungan dengan warga negara.



Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan 
dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 
menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan 
dan cinta tanah air. 

Secara terminologis, pendidikan 
kewarganegaraan adalah program pendidikan 
yang berintikan demokrasi politik, diperluas 
dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: 
pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan 
sekolah, masyarakat, dan orang tua. 



 Secara historis, PKn di Indonesia awalnya 
diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang 
bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan 
dan cita-cita Indonesia merdeka.

 Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada 
tataran sosial kultural oleh para pemimpin di 
masyarakat yang mengajak untuk mencintai 
tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, 
PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi 
atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan 
Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan 
masanya



Standar kompetensi yang wajib dikuasai 
mahasiswa adalah mahasiswa memiliki 
pengetahuan tentang kewarganegaraan 
demokratis dan mampu menerapkan 
pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Memiliki kepribadian yang mantap, berpikir 
kritis, bersikap rasional, etis, estetis dan 
dinamis, berpandangan luas dan bersikap 
demokratis yang berkeadaban. 



Kompetensi dasar yang diharapkan adalah 
agar mahasiswa menjadi ilmuwan yang 
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, 
demokratis yang berkeadaban, menjadi warga 
negara yang memiliki daya saing, berdisiplin 
dan berpartisipasi aktif dalam membangun 
kehidupan yang damai berdasarkan sistem 
nilai Pancasila.


